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TENTANG

STANDAR PROFESI GIZI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah

Mengingat

Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan, dipandang perlu
menetapkan Standar Profesi bagi Tenaga Gizi dengan Keputusan
Menteri Kesehatan;

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495).

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548).

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan
Fungsional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3547).

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3637).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952).



Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat
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6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 159b/Menkes/Per/I1/1988

tentang Rumah Sakit.

7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis Dan
Angka Kreditnya.

8. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan
Kepegawaian Negara Nomor 894/Menkes/SKB/VI11/2001 dan Nomor
35 Tahun 2001 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional
Nutrisionis dan Angka Kreditnya.

9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1306/Menkes/SK/XI1/2001

tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Nutrisionis.

10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 004/Menkes/SK/1/2003 tentang
Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan.

11.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1457 /Menkes/SK/X/2003
tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di
Kabupaten/Kota.

12.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/Menkes/Per/X1/2005
tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG STANDAR

PROFESI GIZI

. Standar Profesi Gizi dimaksud dalam Diktum Kesatu sebagaimana

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

. Standar Profesi Gizi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua

digunakan sebagai pedoman bagi setiap tenaga Gizi dalam
menjalankan tugas profesinya.

. Kepala Dinas Kesehatan Propinsi dan Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten/Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan
keputusan ini dengan mengikutsertakan organisasi profesi terkait,
sesuai tugas dan fungsi masing-masing.
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Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Maret 2007
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Lampiran

Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 374/MENKES/SKI/II/2007
Tanggal : 27 Maret 2007

STANDAR PROFESI GIZI

. PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang

Permasalahan gizi di Indonesia semakin kompleks seiring terjadinya transisi
epidemiologis. Berbagai permasalahan gizi kurang, menunjukkan angka
penurunan seperti prevalensi Kurang Energi Protein (KEP) sementara itu di
lain pihak masalah gizi lebih dan penyakit degenaratif justru menunjukkan
peningkatan bahkan dari laporan terakhir masalah gizi kurang saat ini
cenderung tetap.

Untuk menanggulangi berbagai permasalahan gizi tersebut dibutuhkan
tenaga kesehatan dan ahli gizi serta ilmuwan yang dinamis, mandiri dan
menjunjung etik profesional yang tinggi sehingga dapat memberikan
kontribusi dalam upaya berbagai pengembangan ilmu dan pelayanan
kesehatan di berbagai bidang termasuk bidang gizi.

Selain itu, perkembangan globalisasi yang ditandai dengan kesepakatan
perdagangan bebas di tingkat Asia melalui Asian Free Trade Aggreement
(AFTA) pada tahun 2003 dan tingkat dunia tahun 2010 (WTO) memungkinkan
masuknya tenaga asing dengan bebas ke Indonesia. Untuk mengatasi hal
tersebut diperlukan tenaga gizi yang profesional dengan kemampuan
keilmuan/kompetensi lulusan setara dengan standar profesional gizi di
tingkat internasional. Disamping untuk mempertahankan dan meningkatkan
mutu pelayanan gizi di masyarakat baik secara individu maupun kelompok.

Tenaga gizi yang ada di Indonesia saat ini lebih banyak yang berlatar
belakang pendidikan Diploma lll, sedangkan pendidikan sarjana gizi baru
saja dimulai. Adanya 2 (dua) jenis tenaga gizi ini tentunya mempunyai
wewenang dan kompetensi yang berbeda. Selain tenaga gizi tersebut,
adapula tenaga kesehatan lain yang melakukan kegiatan gizi yang sama.
Oleh karena itu, Standar Profesi Gizi dapat digunakan sebagai pedoman bagi
tenaga gizi dengan tujuan untuk mencegah tumpang tindik kewenangan
berbagai profesi yang terkait dengan gizi.
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Untuk itu Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI) harus menyikapi dan
mengantisipasi hal tersebut dengan meningkatkan kualitas sumber daya
yang ada melalui penetapan Standar Profesi Gizi.

B. Tujuan

1. Tujuan Umum

Penyusunan Standar Profesi Gizi sebagai landasan pengembangan
profesi gizi di Indonesia.

2. Tujuan Khusus
a. Sebagai acuan bagi penyelenggaraan pendidikan gizi di Indonesia
dalam rangka menjaga mutu gizi.
b. Sebagai acuan perilaku gizi dalam mendarmabaktikan dirinya di
masyarakat.
c. Menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan gizi yang profesional
baik untuk individu maupun kelompok.

d. Mencegah timbulnya malpraktek gizi.

C. Pengertian dan Ruang Lingkup
1. Pengertian

a. Profesi Gizi adalah suatu pekerjaan di bidang gizi yang dilaksanakan
berdasarkan suatu keilmuan (body of knowledge), memiliki
kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang,
memiliki kode etik dan bersifat melayani masyarakat.

b. Ahli Gizi dan Ahli Madya Gizi adalah seorang yang telah mengikuti
dan menyelesaikan pendidikan akademik dalam bidang gizi sesuai
aturan yang berlaku, mempunyai tugas, tanggung jawab dan
wewenang secara penuh untuk melakukan kegiatan fungsional
dalam bidang pelayanan gizi, makanan dan dietetik baik di
masyarakat, individu atau rumah sakit.

c. Sarjana Gizi adalah seorang yang telah mengikuti dan
menyelesaikan minimal pendidikan formal sarjana gizi (S1) yang
diakui pemerintah Republik Indonesia.

d. Ahli Gizi-Ahli Diet Teregistrasi atau disebut Registered Dietisien
yang disingkat RD adalah sarjana gizi yang telah mengikuti
pendidikan profesi (internship) dan ujian profesi serta dinyatakan
lulus kemudian diberi hak untuk mengurus ijin memberikan
pelayanan dan menyelenggarakan praktek gizi.






